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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2005
TENTANG

DANA PERIMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, dan Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Dana Perimbangan.

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA PERIMBANGAN.

BABI. ..
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota,

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau
bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah
kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya
disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.

9. Dana ...
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Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.

DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak
Penghasilan Pasal 21.

Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut PBB adalah
pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, selanjutnya
disebut BPHTB, adalah pajak yang dikenakan atas perolehan
hak atas tanah dan bangunan

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh WPOPDN
adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan
Pasal 29 Undang-undang tentang Pajak Penghasilan yang
berlaku kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur
dalam Pasal 25 ayat (8).

Pajak Penghasilan Pasal 21, selanjutnya disebut PPh Pasal
21, adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan
kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
berdasarkan ketentuan Pasal 21 undang-undang tentang
Pajak Penghasilan yang berlaku.

DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal
dari penerimaan sumber daya alam  kehutanan,
pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak
bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas
bumi.

Dana Reboisasi, selanjutnya disebut DR, adalah dana yang
dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan dari Hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka
reboisasi dan rehabilitasi hutan.

17. Provinsi . . .



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4 -

Provisi Sumber Daya Hutan, selanjutnya disebut PSDH,
adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai
intrinsik dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara.

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, selanjutnya disebut
[IUPH, adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang
Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan
tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut
diberikan.

Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah pungutan hasil
perikanan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan
Indonesia yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP),
Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), dan
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sebagai imbalan
atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia
untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan
Republik Indonesia.

Pungutan Hasil Perikanan adalah pungutan hasil perikanan
yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia
yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan
Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh.

Iuran Tetap (Land-rent) adalah iuran yang diterima negara
sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum,
Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja.

Iuran Ekplorasi dan Eksploitasi (royalty) adalah iuran
produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil
dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menteri teknis adalah menteri yang bertugas dan
bertanggungjawab di bidang teknis tertentu.

Pasal 2. ..
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Pasal 2

(1) Dana Perimbangan terdiri atas:
a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus.

(2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

BAB II
DANA BAGI HASIL

Bagian Pertama
Umum

Pasal 3

DBH bersumber dari:
a. Pajak; dan
b. Sumber Daya Alam.

Bagian Kedua
DBH Pajak

Pasal 4

DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas:
a. PBB;

b. BPHTB; dan

c. PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21.

Paragraf Pertama . . .



